EKS PENJABAT WALIKOTA RISNANDAR TERIMA GRATIFIKASI
RP906 JUTA, ADA UANG HINGGA TAS BALLY

Sumber gambar:
https://www.cakaplah.com/berita/baca/122828/2025/04/29/eks-pj-walikota-risnandar-terima-
gratifikasi-rp906-juta-ada-uang-hingga-tas-bally/#sthash.Xb9IHgxt.dpbs

Selain terlibat dalam pemotongan anggaran di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru,
eks Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, juga didakwa menerima
gratifikasi.

Gratifikasi diberikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan
pejabat di Pemko Pekanbaru pada medio Mei hingga November 2024. Gratifikasi berupa
uang dan barang dengan total nilai mencapai Rp906 juta.

Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Meyer Volmar Simanjuntak dan Wahyu Dwi Oktafianto pada sidang
perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).

Dalam surat dakwannya, JPU mengungkapkan bahwa Risnandar Mahiwa menerima
gratifikasi dari sejumlah pejabat di Pemko Pekanbaru, baik secara langsung maupun
melalui perantara ajudannya.

Seperti pada bulan Juni hingga November 2024, Risnandar Mahiwa menerima Rp70
juta dan sebuah tas merek Bally senilai Rp8,5 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Zulhelmi Arifin. Uang dan hadiah itu diserahkan melalui ajudan Pj Walikota,
Nugroho Adi Putranto alias Untung.
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Pada Juli - November 2024, Risnandar Mahiwa kembali menerima total Rp80 juta
dan dua kemeja senilai Rp2,5 juta dari Alek Kurniawan selaku Kepala Badan Pendapatan
Daerah melalui Nugroho Adi Putranto selaku Ajudan Pj Walikota.

Kemudian, Agustus - November 2024, Risnandar Mahiwa menerima total Rp350
juta dari Indra Pomi Nasution selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru melalui
Mochammad Rifaldy selaku Ajudan Pj Walikota.

Berlanjut pada Juni - September 2024, Risnandar Mahiwa menerima lagi total Rp40
juta dari Yuliarso selaku Kepala Dinas Perhubungan, sebagian melalui Nugroho Adi
Putranto alias Untung.

JPU menyebutkan, gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatan Risnandar Mahiwa
sebagai Pj Walikota Pekanbaru, dan jelas melanggar ketentuan undang-undang yang
mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Atas perbuatannya, Risnandar Mahiwa dijerat dengan Pasal 12B juncto Pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001.

Selain gratifikasi, Risnandar Mahiwa bersama Indra Pomi Nasution selaku Sekda
Kota Pekanbaru dan Novin Karmila selaku eks PIt Kabag Umum Setdako juga didakwa
terlibat dalam korupsi dengan melakukan pemotongan anggaran Pemko Pekanbaru sebesar
Rp8,9 miliar.

Uang tersebut bersumber dari pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) dan
Tambahan Uang Persediaan (TU) yang berasal dari APBD dan APBDP Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2024.

JPU menjelaskan, perbuatan Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution dan Novin
Karmila serta Nugroho Dwi Triputro terjadi pada medio Mei hingga Desember 2024.

"Ketika itu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru mencairkan GU
sebesar Rp26.548.731.080,00 dan TU sebesar Rp11.244.940.854,00, dengan total
keseluruhan mencapai Rp37.793.671.934,00,” jelas JPU.

Ketiga terdakwa didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBDP Pekanbaru
2024 sebesar Rp8.959.095.000.

Dari jumlah itu, ketiga terdakwa menerima dengan jumlah berbeda. Risnandar
Mahiwa menerima Rp2.912.395.000, Indra Pomi menerima Rp2.410.000.000 dan Novin
Karmila Rp2.036.700.000.
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Uang tersebut juga diterima Nugroho Dwi Triputranto alias Untung yang
merupakan ajudan Risnandar Mahiwa. la memperoleh uang Rp1,6 miliar.
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Catatan:

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,

Menurut Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, Gratifikasi adalah pemberian dalam
arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang
menerima Gratifikasi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal
atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
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Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi
yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa
Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika
penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi
milik penerima atau milik negara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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